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	ABSTRAK 
[bookmark: _GoBack]Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam perspektif syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kausalitas dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2020–2024. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan EViews 13. Berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman, model Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model terbaik. Hasil uji t menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan daerah (t-stat = –2,671696; sig. = 0,0105), Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif (t-stat = –3,353686; sig. = 0,0016), dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan positif (t-stat = 10,39970; sig. = 0,0000). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan (F-stat = 14,72343; prob. = 0,000000) dengan nilai R² = 0,8208, yang berarti 82,08% variasi kinerja keuangan daerah dapat dijelaskan oleh model ini. Dalam perspektif syariah, pengelolaan keuangan daerah harus dilandasi prinsip amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan sesuai nilai-nilai maqashid syariah, khususnya hifzh al-mal dan hifzh al-nafs.
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1. PENDAHULUAN 
Kebijakan otonomi daerah di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri [1]. Otonomi daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam konteks ini, kinerja keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi, yang diukur melalui kemampuan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Tiga variabel fiskal yang paling banyak dikaji dalam konteks kinerja keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah. PAD merupakan cerminan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri, sedangkan Dana Perimbangan merupakan transfer fiskal dari pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah. Adapun Belanja Daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran secara efektif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau periode 2020–2024 menunjukkan adanya fenomena fluktuasi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) yang tidak selalu berjalan searah. Kabupaten Rokan Hilir misalnya mengalami peningkatan PAD dari Rp109,78 miliar pada 2020 menjadi Rp454,20 miliar pada 2024, namun nilai KKPD justru tetap berada di atas 100% (139,14% pada 2020 dan 146,79% pada 2024), yang menunjukkan tingkat efisiensi yang belum optimal. Fenomena serupa terjadi pada Kabupaten Indragiri Hilir yang mengalami peningkatan PAD dari Rp181 miliar pada 2020 menjadi Rp411,66 miliar pada 2024, sementara KKPD meningkat drastis dari 98,95% menjadi 175,76%. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap antara teori dan realitas empiris.
Selain ditinjau dari aspek ekonomi dan administratif, penelitian ini juga mengkaji pengelolaan keuangan daerah dari perspektif syariah. Dalam Islam, pengelolaan harta publik merupakan amanah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr: 7 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, melainkan harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat [2]. Kajian yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah dengan perspektif syariah masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut.
Terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu mengenai hubungan antara PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah dengan kinerja keuangan daerah. Jeni Wardi menemukan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah [3], sedangkan Nova Rustiyani dan Irene Sukma Lestari Barus justru menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan [4]. Syifa Hanida dan Wawan Ichwanudin bahkan menemukan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan [5]. Perbedaan temuan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut, khususnya di Provinsi Riau yang memiliki karakteristik fiskal yang unik sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia.
2. METODELOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausalitas. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) selama periode 2020–2024, sehingga jumlah observasi sebanyak 60 data (12 kabupaten/kota × 5 tahun). Dua belas kabupaten/kota tersebut adalah Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Kepulauan Meranti.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) yang diukur menggunakan rasio efisiensi, yaitu perbandingan antara realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan daerah. Variabel independen terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diukur dari total realisasi PAD dalam miliar rupiah; (2) Dana Perimbangan (DP) yang diukur dari total realisasi dana perimbangan dalam miliar rupiah; dan (3) Belanja Daerah (BD) yang diukur dari total realisasi belanja daerah dalam miliar rupiah.
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan program EViews 13. Pengujian dimulai dengan pemilihan model estimasi melalui Uji Chow (membandingkan Common Effect Model dan Fixed Effect Model) dan Uji Hausman (membandingkan Fixed Effect Model dan Random Effect Model). Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang relevan untuk data panel, yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R²) dengan tingkat signifikansi 5%.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Pemilihan Model Regresi Data Panel
Berdasarkan hasil Uji Chow, diperoleh nilai probabilitas Chi-square sebesar 0,0000 (< 0,05), sehingga H0 ditolak dan Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat dibandingkan Common Effect Model (CEM). Selanjutnya, hasil Uji Hausman juga menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 (< 0,05), sehingga Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model estimasi terbaik dalam penelitian ini.
3.2. Uji Asumsi Klasik
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Centered VIF kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam model. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel independen adalah X1 (PAD) = 0,6572; X2 (Dana Perimbangan) = 0,6646; dan X3 (Belanja Daerah) = 0,3554. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.
3.3. Analisis Regresi Data Panel
Berdasarkan hasil regresi data panel dengan Fixed Effect Model, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
KKPD = −488,6388 − 6,6613 (PAD) − 17,5093 (DP) + 100,1332 (BD)
Nilai konstanta sebesar -488,6388 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka kinerja keuangan daerah akan bernilai negatif. Koefisien regresi PAD sebesar -6,6613 menunjukkan arah negatif, artinya setiap peningkatan PAD satu satuan akan menurunkan kinerja keuangan daerah sebesar 6,6613 satuan. Koefisien regresi Dana Perimbangan sebesar -17,5093 juga bernilai negatif, sementara koefisien Belanja Daerah bernilai positif sebesar 100,1332, artinya setiap peningkatan Belanja Daerah satu satuan akan meningkatkan kinerja keuangan daerah sebesar 100,1332 satuan.
3.4. Uji Hipotesis
Tabel 1. Hasil Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan)
	Variabel
	Koefisien
	t-Statistik
	Sig.

	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	-6,6613
	-2,671696
	0,0105

	Dana Perimbangan (DP)
	-17,5093
	-3,353686
	0,0016

	Belanja Daerah (BD)
	100,1332
	10,39970
	0,0000

	Konstanta
	-488,6388
	–
	–

	F-Statistik = 14,72343
	R² = 0,8208
	
	


Signifikan pada α = 5%. Sumber: Hasil output regresi data panel EViews 13, diolah penulis (2026)
3.5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Hasil uji t menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau (t-stat = -2,671696; sig. = 0,0105 < 0,05). Koefisien regresi sebesar −6,6613 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan PAD justru cenderung menurunkan kinerja keuangan daerah. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori keagenan: pemerintah daerah sebagai agen belum sepenuhnya mengelola sumber-sumber PAD secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat sebagai prinsipal [6].
Berdasarkan analisis kondisi fiskal 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, sebagian besar daerah masih mengalami perkembangan PAD yang berfluktuasi dan belum memiliki struktur penerimaan yang kuat. Kontribusi lain-lain PAD yang sah masih mendominasi, sedangkan penerimaan dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD yang terjadi belum berasal dari penguatan sumber-sumber PAD utama yang berkelanjutan, sehingga belum mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan secara optimal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nova Rustiyani dan Irene Sukma Lestari Barus yang menemukan pengaruh negatif signifikan PAD terhadap kinerja keuangan daerah [4].
3.6. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau (t-stat = -3,353686; sig. = 0,0016 < 0,05). Koefisien regresi sebesar -17,5093 menunjukkan bahwa peningkatan Dana Perimbangan justru menurunkan kinerja keuangan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sehingga kemampuan daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal belum optimal.
Temuan ini konsisten dengan teori desentralisasi fiskal Oates yang menyatakan bahwa meskipun transfer anggaran dari pusat dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan, pengelolaan dana perimbangan yang tidak efisien akan menimbulkan ketergantungan yang berlebihan [7]. Kabupaten Pelalawan misalnya menerima Dana Perimbangan tertinggi sebesar Rp3,90 triliun pada 2024, namun nilai KKPD hanya mencapai 100,53%. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Novi Natalia Padang dan Wendi Suprapto Padang [?] yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
3.7. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Belanja Daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau (t-stat = 10,39970; sig. = 0,0000 < 0,05), dengan koefisien regresi sebesar 100,1332. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Belanja Daerah yang dialokasikan secara efektif, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah. Penggunaan Belanja Daerah yang tepat sasaran untuk infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan operasional pemerintahan terbukti berdampak positif terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan ini konsisten dengan teori keuangan publik Musgrave mengenai fungsi alokasi dan distribusi, serta sejalan dengan penelitian Muhammad Iqbal yang menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah [8].
3.8. Pengaruh Simultan dan Koefisien Determinasi
Secara simultan, PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Riau (F-stat = 14,72343; prob. = 0,000000 < 0,05). Nilai R² sebesar 0,8208 menunjukkan bahwa 82,08% variasi kinerja keuangan daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya 17,92% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil ini mengonfirmasi bahwa kinerja keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah, mengelola dana transfer dari pusat, serta mengalokasikan belanja daerah secara tepat dan efisien.
3.9. Kinerja Keuangan Daerah dalam Perspektif Syariah
Dalam perspektif syariah, pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Islam memandang pengelolaan harta publik bukan sekadar aktivitas administratif dan instrumen ekonomi, melainkan sebagai perwujudan ibadah dan tanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT QS. Al-Hasyr [59]: 7 [2] yang menegaskan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, melainkan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dari perspektif maqashid syariah, pengelolaan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah idealnya harus berorientasi pada perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-’aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Pengaruh negatif PAD dan Dana Perimbangan mengindikasikan bahwa prinsip hifzh al-mal belum terwujud secara optimal; peningkatan penerimaan daerah belum diikuti dengan pengelolaan yang efektif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Sebaliknya, pengaruh positif Belanja Daerah menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran mulai mencerminkan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Provinsi Riau perlu mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam tata kelola keuangan daerah agar pengelolaan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah benar-benar berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau (t-stat = 2,671696; sig. = 0,0105), yang berarti peningkatan PAD belum mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan secara optimal karena pengelolaan sumber-sumber PAD masih berfluktuasi dan belum memiliki struktur yang kuat. Kedua, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah (t-stat = 3,353686; sig. = 0,0016), yang mengindikasikan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat sehingga kemandirian fiskal belum terwujud. Ketiga, Belanja Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah (t-stat = 10,39970; sig. = 0,0000), menunjukkan bahwa alokasi belanja yang efektif mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah. Keempat, secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan (F-stat = 14,72343; R² = 0,8208). Kelima, dalam perspektif syariah, pengelolaan keuangan daerah harus dilandasi prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sesuai maqashid syariah agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah di Provinsi Riau disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan retribusi daerah; mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dengan mengoptimalkan potensi fiskal lokal; serta mengarahkan Belanja Daerah pada kegiatan produktif yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif syariah, seluruh pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa berorientasi pada prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan.
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